BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Kebijakan sebagai tonggak terselenggaranya suatu kegiatan menjadi hal
penting yang harus ada dalam berbagai tindakan. Terlebih tindakan legal yang
diselenggarakan oleh lembaga formal seperti pemerintah atau instansi terkait.
Kebijakan harus sentiasa berdiri sebagaimana mestinya. Salah satunya pada kebijakan
publik. Kebijakan pada tingkat publik ditujukan kepada tindakan yang diambil
pemerintah untuk mempromosikan perhatian umum (masyarakat) banyak kebijakan
publik (umum) mulai dari pajak, pertahanan nasional sampai perlindungan
lingkungan mempengaruhi bisnis secara langsung. Kebijakan publik dan program ini
membuat perbedaan antara keuntungan dan kegagalan (William, 1998). Ada tiga
kebijakan publik yang paling memungkinkan bertujuan untuk tercapainya suatu
kebijakan yang lebih luas yaitu, (1) penggunaan olahraga untuk mengatasi tingkat
aktivitas fisik yang buruk dan bisa memperbaiki kesehatan di masyarakat; (2)
penggunaan olahraga untuk regenerasi perkotaan dan pembangunan ekonomi dan (3)
penggunaan olahraga untuk meningkatkan inklusi sosial dan memfasilitasi
pengembangan masyarakat (Russel, H., & Graham, C, 2007). Setiap kebijakan
setidaknya harus memenuhi empat hal yang penting, yaitu tingkat hidup masyarakat
meningkat, adanya keadilan, diberikan peluang aktif berpartisipasi masyarakat, dan
terjaminnya pengembangan berkelanjutan (Noeng, 2000).

Pemerintah nasional menganggap olahraga bertujuan untuk kegiatan ekonomi
dan sosial karena ada tiga alasan, (1) olahraga memiliki makna budaya yang kuat bagi
sebagian besar negara maju, yang ditunjukkan oleh jumlah perhatian media yang
ditujukan untuk keberhasilan tim nasional dan dukungan untuk pembangunan stadion
utama dan infrastruktur olahraga lainnya dengan dana publik; (2) olahraga dianggap
sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk membantu memberikan tujuan non-
olahraga, seperti menunjukkan kekuatan politik, memerangi pengucilan sosial,
mengurangi obesitas pada masa kanak-kanak, meningkatkan pembangunan ekonomi

dan memfasilitasi regenerasi kota; (3) olahraga bersifat multidimensi, bukan hanya
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pelayanan publik, tetapi juga aspek penting dalam penyediaan kesejahteraan dan segi
kegiatan ekonomi (Russel, 2007). Dengan demikian, kebijakan dapat berkontribusi
dalam banyak cara untuk pencapaian tujuan pemerintah di luar kebijakan olahraga
yang difokuskan pada aspek instrumental olahraga, seperti meningkatkan kinerja atlet
elit dan meningkatkan partisipasi dalam olahraga. Kebijakan ini dipandang terlalu
berorientasi pada tujuan, yang menyebabkan masalah ketika menetapkan serangkaian
tujuan untuk kriteria penilaian konkret, terutama dalam mengevaluasi kegiatan publik
(Suomi, K. 2017). Kebijakan memiliki hak untuk mengambil keputusan atau
memerlukan tindakan tetapi dimaksudkan untuk menuntut manager dalam
memutuskan komitmen (Haroid, Dkk: 1992).

Dalam perspektif kebijakan pengembangan olahraga sangat erat kaitannya
dengan visi politik pimpinan negara, yaitu seperti pada era orde lama yang dipimpin
olenh Presiden Soekarno, olahraga identik dengan identitas nasional, visi
pembangunannya adalah nation and character building, demikian pula pada era orde
baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, olahraga identik dengan kualitas hidup
masyarakat suatu bangsa, visi pembangunannya adalah kualitas manusia Indonesia
seutuhnya, sedangkan di era reformasi yang sudah dipimpin oleh lima orang presiden,
yaitu B.J. Habibie, Abdurachman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang
Yudoyono, dan Jokowi, pembangunan olahraga belum ada visi yang jelas, akan tetapi
payung hukumnya sudah berhasil ditetapkan, yaitu Undang-undang No. 3 tentang
Sistem Keolahragaan Nasional (Ma’mun, 2019). Kebijakan sebagai produk
kemimpinan yang menjadi salah satu rujukan atau pedoman dalam melaksanakan
kegiatan organisasi yang sesuai sasaran yang ingin dicapainya (Ma’mun, 2016).
Sehingga perlu adanya kebijakan khusus dalam menunjang prestasi di KONI Aceh.
Ada enam bidang kebijakan:1) regulasi praktik organisasi yang diadopsi oleh
olahraga, 2) regulasi aktivitas olahraga, 3) regulasi lingkungan yang aman bagi
anggota organisasi olahraga, 4) peraturan perjudian terkait dengan olahraga, 5)
peraturan penyiaran olahraga dan 6) peraturan pendidikan jasmani (Russel, H., &
Graham, C, 2007). Kebijakan bertujuan untuk mengatur bagaimana sebuah individu

untuk bisa berpatisipasi dalam mengikuti kegiatan olahraga, kebijakan ini
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diberlakukan untuk melindungi individu yang terlibat dalam olahraga, kebijakan bisa
juga untuk mengendalikan perjudian yang terkait dengan olahraga, kebijakan bisa
mengendalikan bagaimana cara olahraga disiarkan di media, kebijakan bisa
mengendalikan bagaimana pendidikan jasmani disampaikan dan kebijakan bisa
mengendalikan tata kelola.

Tata kelola lebih luas lagi sebagai proses penetapan, penerapan, dan
penegakan aturan. Bucker (2006) melaporkan bahwa tata kelola olahraga adalah
kombinasi dari keterampilan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan, pengendalian, penganggaran, terkemuka dan mengevaluasi dalam
konteks sebuah organisasi atau departemen yang utama produk atau jasa terkait
dengan olahraga. Menurut Rosenau, J (1992) “tata kelola dianggap sebagai fenomena
yang lebih melingkupi”. Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan
olahraga, khususnya olahraga prestasi tidak lepas dari peran serta pengurus dan
organisasi. Organisasi adalah sarana atau alat untuk mencapai tujuan organisasi dan
unsur atau unit yang ada dalam suatu organisasi harus dapat menampung berbagai
program dan kegiatan yang telah dirancang untuk mencapai tujuan organisasi
(Bucker, 2006). Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005
tentang Sistem Keolahragaan Nasional Bab | pasal 1 ayat 24, organisasi olahraga
adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi
untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kebijakan dan tata kelola olahraga seharusnya memuat unsur-unsur State,
Private, Civil Society dan Values (Widodo, 2014). Misalnya pada bidang olahraga
sepak bola, state yang dimaksud adalah KONI, wasit, petugas, keamanan dan lain-
lain. Kemudian Privat seperti pemilik club, sponsor, agen dan lain-lain. Civil Society
meliputi pemain, pelatih, penonton, pemasang iklan dan lainnya. Terakhir Values dari
olahraga sepak bola adalah fair play. Tata kelola terdiri dari dua unsur, pertama unsur
internal dan kedua unsur eksternal (Russell 2007). Unsur internal meliputi struktur

organisasi, pegurus, pelatih dan yang lainnya sementara unsur eksternal seperti
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Pemerintah Aceh yang berfungsi sebagai tata kelola sistem serta nilai-nilai budaya
organisasi.

Sistem tata kelola yang tepat, kegiatan organisasi dapat dipantau untuk
memberikan manfaat bagi organisasi olahraga, anggota dan masyarakat (Hoye, 2006;
Mason, Thibault, & Misener, 2006). Tata kelola olahraga yang efektif masih saling
ketergantungan dari badan pengurus nasional (Hassan, D., & Boyle, 1. O 2016).
Padahal untuk memiliki tata kelola yang efektif harus bisa mengendalikan dan
memantau organisasi olahraga yang dapat mengakibatkan penarikan sponsor,
penurunan jumlah keanggotaan dan partisipasi dan kemungkinan intervensi dari
lembaga eksternal (UK Sport, 2004). Dalam sistem tata kelola, dewan merupakan
mekanisme penting karena tanggung jawab utamanya adalah memastikan bahwa
kegiatan organisasi dilakukan demi kepentingan terbaik organisasi, anggota, dan
masyarakat. Tata kelola yang baik bertindak untuk memastikan bahwa organisasi
olahraga dapat bertahan dan efektif di masa sekarang dan di masa mendatang (Yeh &
Taylor, 2018).

Beberapa penelitian tentang good governance yang dijadikan pembanding
adalah: (1) Penelitian bertujuan untuk mencari prinsip-prinsip umum tata kelola yang
baik didasarkan pada analisis tujuh operasionalisasi oleh empat donor dan tiga
sarjana. Analisis menemukan lima prinsip umum yang baik tata kelola: akuntabilitas,
efisiensi dan efektivitas, keterbukaan dan transparan, partisipasi, dan supremasi
hukum, tetapi juga menunjukkan kebingungan itu mengelilingi konsep. Kehadiran
lima prinsip ini dalam berbagai definisi membuatnya jelas bahwa ada nilai-nilai yang
umumnya dianggap penting untuk proses pengambilan keputusan politik di negara-
negara berkembang. Kualitas lembaga pemerintah dan keterbukaan proses
pengambilan keputusan dianggap penting untuk pengembangan ekonomi, dukungan
warga negara untuk pemerintah, stabilitas demokrasi, dan insiden perang saudara.
Penelitian ini mencoba mengidentifikasi siapa konsep tata kelola yang baik bagi
mereka yang menggunakannya sebagai kriteria untuk mendistribusikan bantuan
pembangunan (Doeveren, V. Van 2014); (2) Sering kali seseorang dapat melihat tata

kelola yang baik, transparansi dan pertanggung jawaban yang diajukan sebagai
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trinitas poin peluru identik dengan referensi khusus untuk manajemen keuangan.
Berpose politis persyaratan sebagai pengaruh untuk mendorong tata pemerintahan
yang baik jelas tidak bekerja seperti yang dibayangkan, dan sebagai metafora
kebijakan dengan ini konotasi frasa ini telah kehilangan banyak daya tariknya. Dapat
dibayangkan, baik metafora kebijakan pemerintahan mungkin memiliki jalur karier
yang berbeda. Dalam kebijakan luar negeri, satu atau lebih donor sekarang ingin
memperlakukan itu sebagai kriteria seleksi untuk negara penerima bantuan,
sementara itu lebih luas lagi tampaknya berkembang menjadi kiasan umum tanpa
terlalu banyak konsekuensi praktis (Doornbos, M. 2010); (3) Dari hasil penelitian
yang dipaparkan oleh Begovi¢ (2020) memberikan ikhtisar tentang pengembangan
kebijakan olahraga di Montenegro. Penelitian ini menerangi struktur, pemangku
kepentingan utama dan konstitusi dari sistem olahraga. Meskipun otonomi fungsional
dilaksanakan oleh gerakan olahraga di Montenegro, ada konsentrasi kuat kekuatan
publik, di mana pemerintah ialah aktor penting yang memutuskan struktur organisasi,
pengambilan keputusan internal, dan pendanaan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini
diakhiri dengan tantangan utama yang harus diatasi ketika bergerak menuju sistem
kontemporer di mana olahraga diakui sebagai kegiatan yang menarik perhatian
publik; (4) Organisasi olahraga di negara Belgia dipengaruhi oleh para politik untuk
memberikan atau menjelaskan dan memberikan kontribusi kebijakan olahraga yang
terletak wilayahnya. Setelah tinjauan sejarah dan pengembangan kebijakan olahraga,
organisasi olahraga di Flanders. Kebijakan ini menyimpulkan evolusi dalam
kebijakan olahraga Flemish dan tantangan (Van Poppel, M., Claes, E., & Scheerder,
J. 2018). Kebijakan pemerintah yang berfokus pada regulasi sebagai kendaraan untuk
pencapaian agenda kebijakan yang lebih luas, seperti berupaya meningkatkan
aktivitas fisik dan kesehatan, membantu memfasilitasi regenerasi kota dan
pembangunan ekonomi dan meningkatkan inklusi sosial dan pengembangan
masyarakat melalui tata kelola. Tata kelola olahraga dipemerintahan seharusnya
memiliki tata kelola yang baik. Ellis, L., & Ryall, E. (2019) melaporkan bahwa
prinsip tata kelola yang baik tidak ada kepetingan diantara olahraga komersial dan

harapan etis sebagai alat moral dan pendidikan. Tata kelola yang baik dapat
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dicerminkan bila kekuasaan organisasi (atau pemerintah) dijalankan dengan efektif,
adil (equitable), jujur, transparan, dan akuntabel (Canadian International
Development Agency 2009).

Dari uraian di atas, peneliti sangat tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai
kebijakan dan tata kelola yang baik, khususnya di Komite Olahraga Nasional
Indonesia di Aceh. Sesuai dengan pertimbangan tersebut judul penelitian ini menjadi
“Kebijakan dan Tata Kelola Olahraga: Studi Kasus Pada Koni Provinsi Aceh”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah:
1. Bagaimana kebijakan olahraga prestasi di KONI Aceh periode 2018-
20227
2. Apakah KONI Aceh mengimplementasikan prinsip efektif, adil, jujur,
transparan, dan akuntabel?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui sejauh mana kebijakan olahraga di Aceh?
2. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi prinsip dan efektif, adil,

jujur, transparan, dan akuntabel?

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tujuan penelitian ini peneliti ingin menguraikan beberapa manfaat,
sebagai berikut:
1. Secara teoretis

Secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan
kebijakan dan tata kelola olahraga yang ada di KONI Aceh, hal ini memiliki nilai
strategis dengan upaya menjelaskan kebijakan, tata kelola dan tata kelola yang baik di
KONI Aceh agar lebih tepat dan efektif serta dapat menjadi bahan rujukan bagi
KONI Aceh.
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2. Secara praktis

Sebagai masukan dan pertimbangan bagi struktur KONI Aceh, terkait dengan
kebijakan dan tata kelola olahraga yang tepat dan efektif dalam menciptakan
kebijakan yang mendukung dalam proses perkembangan tata kelola olahraga yang
baik.

1.5 Struktur Organisasi Tesis
Dalam penyusunan tesis ini peneliti menguraikan tentang penelitian yang akan
dijabarkan dalam beberapa bab diantaranya yaitu:

BAB | Pendahuluan, memaparkan latar belakang penelitian, rumusan
penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, struktur organisasi tesis.

BAB Il Kajian pustaka, pada bagian ini peneliti akan membahas tentang
konsep-konsep dan kajian teori dalam bidang yang dikaji , yang kemudian dianalisis
sehingga terbentuk; penelitian yang relevan, kerangka berpikir, hipotesis penelitian
dan dapat membantu peneliti dalam kegiatan penelitian.

BAB Il Metodologi penelitian, memaparkan desain  penelitian,
partisipan,tempat penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan validitas data.

BAB IV vyaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bagian ini penulis
membahas hasil temuan lapangan yang bertujuan menjawab pertanyaan-pertanyaan
penelitian. Dilanjutkan oleh pembahasan hasil penelitian yang dihubungkan dengan
teori-teori dan konsep yang relevan.

BAB V Penutup terdiri atas simpulan, implikasi, dan rekomendasi, yang
menyajikan penafsiran dan pemaknaan penulis terhadap hasil penelitian yang
dilakukan peneliti dan rekomendasi berdasarkan hasil temuan.

Daftar Pustaka, berisi rujukan yang digunakan dalam menulis kajian
mengenai “Kebijakan dan Tata Kelola Olahraga”, sumber tersebut diantaranya buku,
jurnal dan sumber internet. Selain itu terdapat sumber lain berupa sumber lisan yang

telah diwawancarai oleh penulis dalam membantu proses penelitian.
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